
 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 12 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, 

DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023      

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif      

Retribusi  Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil  

Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13   

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 

pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden     

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan         

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019      

Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1  

Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3       

Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang      

Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B); 

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang   

Tahun 2022 Nomor 51 Seri C); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, 

DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA 

 

Pasal 1 

 

Peninjauan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, 

Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya 

dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil 

Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dengan ketentuan sebagai berikut: 

OBJEK RINCIAN OBJEK 

TINGKAT 

PENGGUNAAN 

JASA 

TARIF (Rp) 

Penyediaan 

Tempat 

Pelelangan 

Ikan 

1. Keranjang  Per keranjang 10.000,00 

2. Palet Per palet 30.000,00 

3. Coolbox kecil Per coolbox 20.000,00 

4. Coolbox besar Per coolbox 30.000,00 

 
Pasal 3 

 

Keranjang, palet, dan coolbox sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut: 

JENIS 
UKURAN 

KETERANGAN 
PANJANG LEBAR TINGGI 

1. Keranjang  80 cm 46 cm 55.5 cm Bahan Plastik 

2. Palet 120 cm 100 cm - Bahan Plastik 

3. Coolbox kecil 80 cm 49 cm 52 cm Bahan Plastik 

4. Coolbox besar 95 cm 60 cm 66 cm Bahan Plastik 
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Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 25 Juni 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen  

pada tanggal 25 Juni 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

               NURCAHYO 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor 12  Seri B 


